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RINGKASAN

Masyarakat Desa Pujon Kidul. Hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan masyarakat, yang tentunya memerlukan peran masyarakat dalam
mengambil bagian untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih baik lagi,
serta berkontribusi secara aktif sehingga apa yang menjadi harapan desa dapat
terwujud. Desa wisata pujon kidul adalah objek yang sangat strategis dijadikan
sebagai tempat wisata.

Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung
pengembangan desa wisata. Tahun 2019, desa wisata pujon kidul yaitu digunakan
sebagai obyek wisata, komunitas masyarakat pendukung sumber daya manusia
diberikan fasilitas sarana dan prasarana serta kemampuan dalam menciptakan pasar
wisata yang maju dirumuskan berdasarkan kebijakan desa pujon kidul. Kebijakan
Kepala Desa dalam menciptakan desa wisata yang maju dan membuka peluang kerja
bagi masyarakat desa pujon kidul yang pengangguran, dalam mencari pekerjaan.
lembaga tertinggi salah satu daerah atau provinsi maupun pusat untuk dijadikan
sebagai Desa wisata, dan juga sebagian masyarakat yang diajak bisa kerjasama serta
mau mendukung program pemerintah dalam membangun Desanya untuk
mewujudkan kesejahteraan lewat pembangunan Desa wisata yang nantinya akan
berdampak positif kepada masyarakat maupun Desa. Sedangkan yang menjadi faktor
penghambat implementasi kebijakan ada beberapa poin yaitu: Ketidakmampuan
sumber daya manusia (SDM) dan administrasi, Kekurangan tenaga teknis, Sistem
informasi kurang mendukung, Perbedaan agenda tujuan actor dan adanya persaingan
politik

Kata Kunci: pemberdayaan masyakat untuk meningkat kesejahteraan
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BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Hadirnya wisata di tengah masyarakat sangat memberikan dampak yang signifikan
dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, dan juga menambah pendapatan desa
melalui wisata yang ada di desa tersebut, dengan hadirnya wisata juga memberikan dampak
yang positif kepada masyarakat dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.
Dan juga memberikan lapangan kerja kepada masyarakat yang pengangguran untuk bekerja.

Pengembangan desa wisata diperlukan konsep yang jelas dalam mengembankan wisata yang ada
Perkembangan satu dasar terakhir ini menunjukan bahwa pujon kidul sangat memberikan dampak
positif kepada masyarakat, kemudian juga menyerap masyarakat yang pengangguran untuk
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya atau sesuai kebutuhan
lapangan pekerjaan. Dan juga bukan hanya masyarakat normal saja yang bekerja tapi masyarakat

penyandang disabilitas diberdayakan untuk bekerja yang memiliki keahlian

Wisata pujon kidul sudah lama dijadikan sebagai sentra wisata dan sektor pertanian

yang begitu bagus

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana Implementasi kebijakan.
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan

pemberdayaan.

TUJUAN PENELITIAN
1. menjelaskan implementasi kebijakan pemberdayaan .
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan

pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata.



1.3 MANFAAT PENELITIAN
Dari hasil di atas maka peneliti mengharapkan manfaat yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Karya ilmiah tersebut kiranya dapat bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan
sebagai penyumbang mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis
Berdasarkan observasi peneliti menjadi sumbangsih dan bahan evaluasi bagi pihak terkait

dalam mendukung pengembangan desa.
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